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ABSTRAK 

MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI (B011201067) dengan Judul " 
Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Melalui 
Media Sosial (Studi Kasus Putusan No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)". 
Dibawah Bimbingan Syarif Saddam Rivanie Sebagai Pembimbing.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana 
pengancaman dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap 
pelaku tindak pidana pengancaman dalam putusan Nomor 
15/Pid.Sus/2021/PN Skm 

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif dengan dua 
pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan 
kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan melibatkan bahan hukum 
primer, yaitu melibatkan dokumen-dokumen hukum seperti peraturan 
perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah yang menjadi dasar 
dalam proses pembuatan undang-undang dan keputusan hakim. Bahan 
hukum sekunder, sebagai pendukung bahan hukum primer, melibatkan 
berbagai publikasi yang membahas hukum tanpa bersifat resmi, seperti 
buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar-komentar hukum 
yang relevan dengan isu hukum yang sedang dibahas. Analisis kualitatif 
diterapkan terhadap bahan hukum tersebut, dan hasilnya disajikan dalam 

bentuk preskriptif. 

Adapun hasil penelitian ini, yaitu 1.)tindak pidana pengancaman melalui 
media sosial diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah memenuhi 
kualifikasi dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE, dan 
Dikualifikasikan ke dalam delik formil. 2.)Penerapan hukum pidana 
terhadap pelaku tindak pidana pengancaman dalam Putusan Nomor 
15/Pid.Sus/2021/PN Skm sudah tepat berdasarkan alat bukti dan fakta 
yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah terbukti memenuhi 
unsur tindak pidana yang didakwakan penuntut umum sebagaimana telah 
diatur dalam Pasal 27 ayat (4) Jo. Pasal 45 ayat (4) UU ITE. Akan tetapi 
hukuman yang diberikan oleh Majelis Hakim belum cukup untuk 

memberikan efek jera. 

Kata Kunci : Media Sosial, Pengancaman, Tindak Pidana. 
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ABSTRACT 

MUHAMMAD SHAFWAN RABBANI (B011201067) with the title 
"Judicial Review of the Criminal Act of Threats via Social Media 
(Case Study of Decision Number 15/Pid.Sus/2021/PN Skm)". Under 
the Guidance of Syarif Saddam Rivanie as Guide. 

 
This research aims to analyze the qualifications of criminal acts of threats 
in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic 
Transactions and analyze the application of criminal law to perpetrators of 
criminal acts of threats in decision Number 15/Pid.Sus/2021/PN Skm. 
 
This research applies normative research methods with two approaches, 
namely the legislative approach and the case approach. The legal 
materials used involve primary legal materials, which include legal 
documents such as legislation, official records, or treatises which are the 
basis for the process of making laws and judges' decisions. Secondary 
legal materials, as supporting materials for primary legal materials, involve 
various publications discussing law without being official, such as 
textbooks, legal dictionaries, legal journals, or legal commentaries relevant 
to the legal issues under discussion. Qualitative analysis is applied to 
these legal materials, and the results are presented in a prescriptive form. 

The results of this research are: 1.) the criminal act of threatening via 
social media is regulated in the Law of the Republic of Indonesia Number 
19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions and has 
met the qualifications in Article 27 paragraph (4) Jo. Article 45 paragraph 
(4) of the ITE Law, and is qualified as a formal offense. 2.) The application 
of criminal law to perpetrators of criminal acts of threats in Decision 
Number 15/Pid.Sus/2021/PN Skm is appropriate based on the evidence 
and facts revealed in the trial, the defendant has been proven to fulfill the 
elements of the criminal act charged by the public prosecutor as regulated 
in Article 27 paragraph (4) Jo. Article 45 paragraph (4) of the ITE Law. 
However, the punishment given by the Panel of Judges was not enough to 

provide a deterrent effect. 

Keywords: Crime, Social Media, Threats. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perkembangan teknologi di dunia ini semakin pesat salah satunya 

yaitu media sosial, terkadang manusia lepas kontrol hingga menimbulkan 

masalah kejahatan. Masalah kejahatan kepada manusia semakin 

meningkat sehingga angka kriminal semakin melonjak naik dan tidak 

terbendung lagi. Sekarang media tidak perlu lagi mengirimkan surat 

berbulan bulan untuk menyebarkan suatu berita lagi, tetapi era sekarang 

digital mempermudahkan kita menyiarkan informasi pada postingan bisa 

melalui WhatsApp, Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Tiktok dan 

masih banyak lagi.  

Era Modern media sosial media memudahkan pengguna 

menggunakan untuk memperkenalkan dirinya dimanapun pengguna 

melakukan interaksi dengan pengguna lain. Sesama pengguna biasanya 

melakukan kerja sama, berbagi informasi dan lain lain, selain itu sesama 

pengguna juga melakukan sarana sosial tanpa harus melakukan temu 

langsung tetapi dengan adanya media sosial mereka hanya berkumpul di 

grup aja sudah bisa melakukan komunikasi cara baru di masyarakat. Hal 

ini berdampak pada berbagai sisi kehidupan masyarakat. Kehadiran 

media sosial telah membawa dampak yang sangat signifikan dalam cara 

melakukan komunikasi.  
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Secara umum, melalui media sosial, berbagai kegiatan interaktif 

dapat dilakukan dalam berbagai bentuk pertukaran informasi, kerjasama, 

dan saling berkenalan melalui teks, gambar, maupun konten audiovisual.1 

Pengguna internet yang terus bertumbuh dan penetrasi ponsel 

pintar yang makin tajam jadi salah satu pemicu meningkatnya kebutuhan 

terhadap pusat data. Mengutip data Capital Market JLL, Ketua Infrastuktur 

Telematika Nasional Mastel, Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan pusat 

data di Asia Pasifik seperti China, India, dan Indonesia sedang mengalami 

pertumbuhan. Lonjakan pengunaan internet dan ponsel pintar ditambah  

dengan media sosial, video streaming, dan aplikasi big data menjadi   

pemicu pertumbuhan. Seluruhnya membutuhkan dukungan kapasitas 

pusat data yang besar di Asia Pasifik agar tetap berjalan normal.  

Menurut laporan We Are Social, jumlah pengguna internet di 

Indonesia pada Januari 2021, mencapai 202,6 juta pengguna atau sekitar 

73,3 persen dari populasi. Secara tahunan, jumlah pengguna bertambah 

15,5  persen atau sekitar 27 juta pengguna. Adapun ponsel yang 

terhubung dengan internet pada periode tersebut tercatat sebanyak 345,3 

juta ponsel atau 126,6 persen dari populasi, meningkat sekitar 4 juta 

ponsel dibandingkan Januari 2020. 

Kemudian penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi   

harus memperhatikan  unsur  etika  agar  tidak  terjadi  kerugian  bagi 

                                                        
1 Kiki Andrian, Ifahda Pratama Hapsari, Dodi Jaya Wardana, 2022, Penegakan Hukum 
Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Dengan Kekerasan Melalui Media 
Sosial,Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata sosial, Vol 7 Nomor 1, 
Universitas Muhammadiyah Gresik, hlm. 269. 
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pihak-pihak tertentu dan berujung pada tindakan pelanggaran hukum. 

Etika berkomunikasi yang dijelaskan, merupakan aturan dan tata cara 

penggunaan internet sebagai alat komunikasi atau  

Para pengguna media sosial sering kali memposting apapun tanpa 

batas, bahkan tak jarang  para  pengguna  media  sosial  lupa  bahwa  

media  sosial merupakan termasuk pada ruang public yang dapat dilihat 

oleh  khalayak banyak dan dengan rentang usia yang berbeda-beda. 

Dalam  hal  ini pula pengguna media sosial beranggapan bahwa apa yang 

telah diposting dan dibagikannya adalah hal yang wajar, namun apabila 

hal tersebut tidak sesuai dengan aturan dan etika maka dianggap sebagai 

perbuatan yang tidak beradab.  

Selanjutnya, dampak dari penyalahgunaan media sosial dalam 

menyebarkan informasi juga mencakup peningkatan jumlah individu yang 

terlibat dalam masalah hukum atau merusak reputasi suatu institusi atau 

lembaga akibat penyebaran informasi di media sosial tanpa 

memperhatikan etika. Berikut ini pula adalah beberapa etika dalam 

menggunakan media sosial: (1) Etika dalam berkomunikasi, (2) Hindari 

penyebaran SARA, pornografi dan aksi kekerasan, (3) Periksa kebenaran 

berita, (4) Mengahrgai hasil karya orang lain, dan (5) Jangan terlalu 

mengumbar informasi pribadi.2 

                                                        
2 Ahmad Arifandi , Irma Yusriani Simamora, 2023, Penerapan  Etika Komunikasi di  
Media  Sosial:  Analisis Pada Grup WhatsApps Having Fun, Jurnal Dinamika Sosial 
Budaya, Vol 25 Nomor 2, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, hlm. 305-306. 
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Dogmatika hukum mempunyai kaitan dengan cita hukum 

(rechtsidee), yang merupakan alasan sesungguhnya tujuan hukum. 

Dogmatika hukum atau menurut Meuwissen ilmu hukum dogmatis 

(dogmatische rechtswetenschap) membantu memberikan pertimbangan 

dan putusan dalam merealisasi tujuan hukum, yaitu keadilan 

(rechtsvaardigheid) dan kebebasan (vrijheid).3 Adapun maksud dari 

penyelenggaraan sistem pidana dan perkembangannya di Indonesia 

adalah sebagai upaya untuk mencegah atau mengatasi tindak kejahatan.. 

Karena hampir semua negara menggunakan aturan pidana untuk 

mencegah dan memberantas kejahatan.4  

seseorang yang melakukan tindakan yang melanggar hukum 

pidana atau terlibat dalam tindakan kejahatan. Dalam konteks hukum 

pidana, pelaku pidana adalah orang yang secara aktif terlibat dalam 

melakukan pelanggaran hukum yang dilarang oleh peraturan pidana.. 

Pelaku pidana dapat berupa individu tunggal atau sekelompok orang yang 

terlibat dalam tindakan melawan hukum tersebut. Mereka bertanggung 

jawab atas tindakan mereka dan dapat dikenai sanksi hukum yang sesuai 

jika terbukti bersalah.5 

Bahwa latar belakang adanya Undang-undang Informasi dan 

Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU Nomor 

                                                        
3 Peter Mahmud Marzuki, 2021, Pengantar Ilmu Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 
hlm. 24. 
4 Yahman, 2017, Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan, Prenada Media 
Group, Jakarta, hlm. 96.  
5 Ecep Nurjamal, 2023, Buku Ajar Hukum Pidana dan Penerapan Hukum Acara Pidana, 
Edu Publisher, Tasikmalaya, hlm. 39. 
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11Tahun 2008 sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik 

selanjutnya disebut sebagai UU ITE. ini adalah bertujuan untuk 

memastikan kepastian hukum dalam ranah informasi dan transaksi 

elektronik. Pentingnya jaminan tersebut terungkap dengan adanya 

perubahan signifikan dalam ekonomi dan sosial sebagai dampak dari 

kemajuan teknologi informasi..6 

Pada kasus Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm Perkara 

ancaman yang dilakukan melalui media sosial. Awalnya terdakwa 

menelpon saksi Said Mustajab Bin H. Habib Amri selaku Karyawan 

Perusahaan PT. Raja Marga (perusahaan pabrik kelapa sawit) yang 

beralamat di Desa Alue Rambot Kecamatan Darul Makmur Kabupaten 

Nagan Raya dengan nomor Telkomsel 085373875891 menggunakan 

handphone merek Hot Wive M5 warna hitam dengan IMEI 1. 

359287090629593 dan IMEI 2. 359287090629601 untuk meminta “Minyak 

Miko (minyak kotor) dan Kalnel” dan pada saat itu saksi Said Mustajab Bin 

H. Habib Amri mengatakan pada terdakwa “itu milik perusahaan perlu 

dibicarakan dalam forum tidak bisa diberikan sembarangan”, setelah 

mendengar jawab saksi Said Mustajab Bin H. Habib tersebut terdakwa 

langsung marah-marah dan mengacam saksi Said Mustajab Bin H. Habib 

dan pabrik kepala sawit, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB terdakwa 

mengirim Whatsapp ke Handphone saksi Said Mustajab Bin H. Habib 

                                                        
6 Syarif Saddam Rivanie, 2020, Hukum Pidana Dalam Memindahkan Dokumen 
Elektronik Milik Orang Lain, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 4. 
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Amri yang berisi “baiklah jika perusahan bapak tidak mau bekerjasama 

dengan putra alue rambot tidak apa, tapi ingat kalian berada dalam 

gampong kami, memang perusahaan bapak tidak ada iktikad baik dengan 

putra alue rambot, saya pun bisa main juga sudah lama saya sabar 

dengan perusahaan bapak, saya akan surati Menteri Pertanian dan 

Perkebunan untuk mengaudit perusahaan PT. Raja Marga yang berada di 

Desa Alue Rambot”; kemudian hasil percakapan dengan saksi Said 

Mustajab Bin H. Habib Amri tersebut terdakwa share ke grup whatsapp 

KELUARGA BESAR ALUE RAMBOT dengan cara screenshot 

menggunakan handphone milik terdakwa merek Hot Wive M5 warna hitam 

dengan IMEI 1. 359287090629593 dan IMEI 2. 359287090629601 sekitar 

pukul 14.08 wib pada saat itu terdakwa sedang berada di rumahnya 

beralamat di desa alue rambot kec. Darul makmur kab. Nagan raya.  

Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 20.00 

WIB saksi Said Mustajab Bin H. Habib Amri dihubungi melalui Handphone 

oleh Sdr. Edo selaku anggota Group Whatsapp Keluarga Besar Alue 

Rabot memberitahukan bahwa terdakwa sudah mengirim berita ke Group 

Whatsapp Keluarga Besar Alue Rabot “tinggal intruksi kapan gerak, 

mungkin takbir tidak peka lagi karena udah kenyang....., ka tot keudeh ka 

muhat (kamu bakar saja, sudah muhat), jangan heran sms ada sama saya 

pengakuannya ingin menjajah kampong kita, mau saya publikasi ?”;  

Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi Said Mustajab Bin H. 

Habib Amri dihubungi melalui Handphone oleh Sdr. Edo selaku anggota 
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Group Whatsapp Keluarga Besar Alue Rabot memberitahukan bahwa 

terdakwa ada mengirim berita lagi melalui Group Whatsapp Keluarga 

Besar Alue Rabot mengatakan “itu versi perusahaan, bisa memungkinkan 

air sampel yang diambil bukan dari limbah, bukti nyata sekarang bak awak 

timbak engkot kiban badan awaknya gatai bandum, munyo normal ek 

mungken gatai ? jino tanyo bahas fakta dilapangan kon rekayasa kita 

jangan tertipu;. 

Dari serangkaian persidangan yang diselenggarakan pada tahun 

2021 setelah melalui pertimbangan, terutama terkait dengan peraturan 

pidana yang tercantum dalam Pasal 45 ayat (4) UU tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (ITE), maka Terdakwa Mukhtar Bin Alm. Samsul 

Rizal Dinyatakan bersalah karena terbukti melakukan pengancaman 

melalui media sosial, yang mengakibatkan hukuman penjara selama 6 

(enam) bulan dan denda sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta 

rupiah). Jika denda tidak dibayarkan, akan digantikan dengan pidana 

kurungan selama 1 (satu) bulan. 

Dari uraian permasalahan yang dibahas maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 

Pidana Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Kasus Putusan 

No.15/Pid.Sus/2021/PN Skm)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan Uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

rumusan  masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pengancaman melalui 

media sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik? 

2. Bagaimanakah Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak 

pidana pengancaman melalui media sosial dalam Putusan Nomor 

15/Pid.Sus/2021/PN Skm? 

C. Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, adalah: 

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pengancaman melalui 

media sosial dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

2. Untuk menganalisis Penerapan hukum pidana terhadap pelaku 

tindak pidana pengancaman melalui media sosial dalam Putusan 

Nomor 15/Pid.Sus/2021/PN Skm. 

D. Kegunaan Penelitian 

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan mendatangkan manfaat, 

antara lain:  

1. Manfaat teoritis 

a. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi wadah bagi berbagi 

pengetahuan dan ide dalam pengembangan ilmu hukum, 

terutama penegakan hukum di Indonesia, khususnya dalam 

konteks tindak pidana pengancaman melalui media sosial.. 
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b. Ulntu lk me lmpe lrdalam konse lp-konselp yang te llah dipellajari 

se llama me lne lmpu lh stu ldi sarjana di Fakulltas Hu lku lm Ulnivelrsitas 

Hasanulddin Makassar, selrta me lmbe lrikan dasar bagi pelne llitian 

lelbih lanju lt me lnge lnai stratelgi me lnce lgah te lrjadinya tindak 

pidana pelngancaman me llaluli platform me ldia sosial.  

2. Manfaat praktis 

a. Dapat dimanfaatkan se lbagai sulmbe lr re lfe lre lnsi pulstaka dan 

se lbagai informasi tambahan bagi pelne lliti lain dalam 

me lnge lmbangkan su latu l karya ilmiah yang telrkait delngan ju ldu ll 

diatas. 

b.  Dapat masu lkkan bagi pelme lrintah dalam pe lnelgak hu lku lm di 

Indonelsia selrta dalam u lpaya me lnye llelsaikan pe lrmasalahan 

tindak pidana pelngancaman me llaluli me ldia sosial. 

E. Keaslian penelitian  

 Ulntu lk me lnjadi pe lrbandingan, dapat dikelmu lkakan hasil pelnellitian 

te lrdahullul se lpe lrti belrikult ini :  

Nama Pe lnu llis                : Andi Ainuln Pu lncaha Sakti                   

Ju ldull Tullisan                   : "Tinjaulan Yulridis Telrhadap Tindak Pidana 

Tanpa Hak Melngu lasai Selnjata Tajam Dan 

Me llakulkan Pe lrbulatan Pelngancaman Te lrhadap 

Orang Lain (Stuldi Kasuls Pu ltu lsan Nomor 

81/Pid.B/2019/PN Jkt.Ultr)". 

Kate lgori                        : Skripsi 

Tahuln                           : 2020 

Pe lrgulru lan Tinggi          : Ulnivelrsitas Hasanulddin    
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Ulraian Pelne llitian Telrdahullul  Re lncana Pelne llitian 

Isu l dan Pelrmasalahan 

1. Bagaimanakah kulalifikasi 

tindak pidana tanpa hak 

me lngu lasai se lnjata tajam dan 

me llaku lkan pelrbulatan 

pe lngancaman te lrhadap 

orang lain ?  

2. Bagaimana pe lnelrapan 

hu lkulm pidana mate lriil 

te lrhadap pellakul tindak 

pidana tanpa hak me lngu lasai 

se lnjata tajam dan me llaku lkan 

pe lrbulatan pelngancaman 

te lrhadap orang lain (Stuldi 

Kasu ls Pu ltu lsan Nomor 

81/Pid.B/2019/PN Jkt.Ultr)?  

 

1. Bagaimanakah kulalifikasi 

tindak pidana pelngancaman 

me llaluli me ldia sosial dalam 

UlUl No. 19 Tahuln 2016 

te lntang Informasi dan 

Transaksi Ellelktronik?  

2. Bagaimanakah Pelne lrapan 

hu lkulm pidana telrhadap 

pe llakul tindak pidana 

pe lngancaman me llaluli 

me ldia sosial dalam Pu ltu lsan 

Nomor 15/Pid.Suls/2021/PN 

Skm?  

 

Me ltode l Pe lnellitian         : Normatif Normatif 

Hasil dan Pe lmbahasan. : Dari skripsi telrselbu lt, Dapat diamati adanya 

pe lrbeldaan sulbstansial dan pelrbe ldaan dalam inti pelmbahasan. Pelne llitian 

yang tellah diulraikan selbe llulmnya be lrfokuls pada tindak pidana tanpa hak 

me lngu lasai se lnjata tajam dan me llakulkan ancaman te lrhadap orang lain. 

Se lme lntara itul, pe lnellitian yang saya lakulkan belrfokuls pada analisis 

tindak pidana pelngancaman yang dilakulkan me llaluli Me ldia Sosial. 
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Nama Pe lnu llis                  : Mulhammad Sae lfu lllah Wahid       

Ju ldull Tullisan       : “Tinjau lan Yulridis Telrhadap Tindak Pidana 

Pe lngancaman Yang Dilakulkan Me llaluli Meldia 

Ellelktronik (Stuldi Kasuls Pu ltu lsan 

No.438/Pid.Suls/2020/PN.Jkt.Ultr)”. 

Kate lgori                           : Skripsi 

Tahuln                              : 2022 

Pe lrgulru lan Tinggi             : Ulnivelrsitas Hasanu lddin 

Ulraian Pelne llitian Telrdahullul  Re lncana Pelne llitian 

Isu l dan Pelrmasalahan 

1. Bagaimanakah Ku lalifikasi 

Tindak Pidana 

Pe lngancaman yang 

Dilakulkan Me llaluli Me ldia 

Ellelktronik?  

2. Bagaimanakah Pelne lrapan 

Hu lku lm Pidana Telrhadap 

pe llakul Tindak Pidana 

Pe lngancaman dalam 

Pu ltu lsan Nomor 

438/Pid.Su ls/2020/PN.Jkt.Ult

r?  

 

 

1. Bagaimanakah kulalifikasi 

tindak pidana pelngancaman 

me llaluli me ldia sosial dalam 

UlUl No. 19 Tahuln 2016 

te lntang Informasi dan 

Transaksi Ellelktronik?  

2. Bagaimanakah Pe lnelrapan 

hu lkulm pidana telrhadap 

pe llakul tindak pidana 

pe lngancaman me llaluli me ldia 

sosial dalam Pu ltu lsan Nomor 

15/Pid.Suls/2021/PN Skm?  

 

Me ltode l Pe lnellitian           : Normatif Normatif 

Hasil dan Pelmbahasan. : Dapat diamati pelrbe ldaan yang signifikan dan 

pe lrbeldaan dalam inti pelmbahasan. Stuldi yang tellah dije llaskan 

se lbellulmnya be lrfokuls pada pe lmbahasan te lntang tindak pidana 

pe lngancaman dalam konte lks UlUl ITEl. Se lme lntara itul, pelne llitian yang 

saya lakulkan belrfokuls pada pelmbahasan me lnge lnai tindak pidana 

pe lngancaman yang telrjadi me llaluli Me ldia Sosial. 



 
 

12 

 
 

Nama Pe lnu llis        : Fajar Hardiman 

Ju ldull Tullisan            : "Tinjau lan Yu lridis Telrhadap Tindak Pidana 

Pe lme lrasan De lngan Ancaman Ke lke lrasan (Stu ldi 

Kasu ls Pu ltu lsan No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs)". 

Kate lgori                 : Skripsi 

Tahuln                    : 2017 

Pe lrgulru lan Tinggi   : Ulnivelrsitas Hasanulddin   

Ulraian Pelne llitian Telrdahullul Re lncana Pelne llitian 

Isu l dan Pelrmasalahan 

1. Bagaimanakah pelne lrapan 

hu lkulm pidana Matelril telrhadap 

tindak pidana pelme lrasan 

de lngan ancaman ke lke lrasan 

dalam pu ltulsan 

No.43/Pid.B/2015/PN.Mrs?  

2. Bagaimanakah pelrtimbangan 

hu lkulm hakim dalam 

me lmu ltu lskan pe lrkara tindak 

pidana pelme lrasan de lngan 

ancaman ke lke lrasan dalam 

pu ltulsanNo.43/Pid.B/2015/PN.

Mrs?  

 

 

1. Bagaimanakah kulalifikasi 

tindak pidana 

pe lngancaman me llaluli 

me ldia sosial dalam U lUl No. 

19 Tahuln 2016 telntang 

Informasi dan Transaksi 

Ellelktronik?  

2. Bagaimanakah Pelne lrapan 

hu lkulm pidana telrhadap 

pe llakul tindak pidana 

pe lngancaman me llaluli 

me ldia sosial dalam 

Pu ltu lsan Nomor 

15/Pid.Suls/2021/PN Skm?  

 

Me ltode l Pe lnellitian   : Normatif Normatif 

Hasil dan Pelmbahasan. : Dari skripsi telrselbu lt, dapat diamati pelrbe ldaan 

yang signifikan dan pelrbe ldaan dalam e lse lnsi pelmbahasan. Pe lne llitian 

yang diulraikan di atas belrfokuls pada tindak pidana pelme lrasan de lngan 
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ancaman ke lke lrasan. Selme lntara itul, pelne llitian yang saya lakulkan 

be lrfokuls pada pelmbahasan telntang tindak pidana pelngancaman yang 

dilakulkan me llaluli Me ldia Sosial.. 
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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA  

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana 

1. Pe lnge lrtian Tindak Pidana 

Kritelria awal dalam me lne ltapkan sanksi pidana adalah dari 

tindak pidana. Tindak pidana me lncaku lp selgala pelrilakul aktif dan 

pasif yang dapat dijatulhi pidana olelh ne lgara me llaluli prosels hulku lm 

se lbagai pellanggaran yang belrtulju lan me llindulngi masyarakat.7 

Dalam me lnghadapi tindak pidana, prosels hulku lm dijalankan ulntulk 

me lnilai tingkat pellanggaran dan me lmbe lrikan hulku lman yang 

pantas. Hulku lman te lrselbu lt tidak hanya selbagai belntulk sanksi atas 

pe llanggaran hulku lm, te ltapi ju lga se lbagai ulpaya pe lncelgahan ulntu lk 

me lme llihara kelte lrtiban dan kelamanan masyarakat se lcara 

ke lse llulrulhan.  

Istilah tindak pidana belrasal dari istilah yang dikelnal dalam 

hu lkulm pidana Bellanda yaitul strafbaar felit. Istilah "Strafbaar felit" 

pada dasarnya telrdiri dari tiga kata, yaitul "straf" yang ditelrje lmahkan 

se lbagai pidana dan hulku lm, de lngan catatan bahwa makna kata 

"straf" teltap belrbelda delngan "relcht". Sellanju ltnya, kata "baar" yang 

ditelrje lmahkan me lmiliki arti dapat dan bolelh. Telrakhir, kata "felit" 

dalam te lrje lmahan me lnggu lnakan e lmpat istilah, yaitul tindak, 

                                                        
7 Muhammad Ainul Syamsu, 2016, Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum 
Pidana, Kencana, Jakarta, hlm.11 
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pe lristiwa, pe llanggaran, dan pelrbulatan. Gabulngan dari keltiga kata 

te lrselbu lt me lnciptakan makna pelrbu latan yang dipelrbolelhkan.8 

Me lnu lru lt Simons pidana ataul straf adalah selbu lah 

konselku le lnsi yang selcara hulku lm pidana telrkait delngan 

pe llanggaran telrhadap sulatu l norma yang dijatu lhkan sanksi olelh 

ke lpultu lsan hakim ke lpada individul yang telrbulkti belrsalah.9 

Me lnu lru lt Moelljatno, tindak pidana adalah tindakan yang 

dilarang olelh sulatu l ke ltelntu lan hulku lm, de lngan ancaman sanksi ataul 

hu lkulman khu lsu ls bagi siapa puln yang me llanggar kelte lntu lan 

te lrselbu lt..10 Bisa ju lga diselbu lt bahwa tindak pidana adalah tindakan 

yang dilarang dan diancam pidana olelh sulatu l pelratulran, asalkan 

diingat bahwa larangan telrselbu lt be lrlakul u lntulk tindakan, yakni 

kondisi ataul ke ljadian yang dihasilkan dari pe lrilakul se lse lorang. 

Se lme lntara itul, ancaman pidana ditulju lkan ke lpada individul yang 

be lrtanggulng jawab atas telrjadinya keljadian telrselbu lt. 

Me lnu lru lt Bambang Pu lrnomo, Tindak pidana me lru lpakan 

se lbulah konse lp yang me lmiliki makna dasar dalam bidang ilmu l 

hu lkulm pidana. Istilah ini diciptakan se lcara sadar ulntulk 

me lmbe lrikan karaktelristik telrte lntul pada keljadian hulku lm pidana. 

Tindak pidana me lmiliki intelrpreltasi yang lelbih abstrak daripada 

                                                        
8 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT Rajagrafindo Persada, 
Depok, hlm 67 
9 P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia, Amrico, Bandung, hlm. 47 
10 Pahmi Syaripudin, Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen dan Persyaratan Administrasi 
Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 236 dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana”, Jurnal Justiciabellen, Vol 01 No. 01 Januari 2021, hlm 66 
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ke ljadian konkrelt dalam ranah hulku lm pidana. Olelh kare lna itul, 

tindak pidana harulslah didelfinisikan selcara ilmiah dan telgas agar 

dapat dibeldakan delngan istilah yang ulmu lm digu lnakan dalam 

ke lhidulpan selhari-hari masyarakat.11 

Me lnu lru lt H.J. Van Schravelndijk, Me lnyu lsu ln tindakan yang 

dapat dikelnakan hulkulman adalah "pelrilakul se lse lorang yang sangat 

tidak seljalan delngan kelsadaran hulku lm, se lhingga tindakan telrselbu lt 

diancam de lngan sanksi hulku lman, asalkan dilakulkan olelh individul 

yang dapat dipelrtanggulngjawabkan".12 

2. Ulnsu lr-Ulnsu lr Tindak Pidana 

Ulnsu lr-ulnsulr tindak pidana me lru lpakan syarat yang haruls 

te lrpelnu lhi agar sulatul tindakan dapat dianggap selbagai keljahatan 

dan dikelnai hulkulman. Faktor-faktor ini me lmbe lntu lk ke lrangka 

hu lkulm dari je lnis keljahatan telrte lntul.  

Se lcara ulmu lm, tindak pidana dapat dibagi me lnjadi dula ulnsulr 

pokok, yakni:13 

a. Ulnsu lr sulbje lktif, me lru lpakan faktor-faktor yang me llelkat pada 

individul yang belrsangkultan ataul telrkait de lngan individul 

te lrselbu lt, me llibatkan selgala aspelk yang ada dalam pikiran 

ataul batinnya. Faktor-faktor ini me llibatkan ulnsu lr 

ke lse lngajaan (doluls) ataul ke ltidakselngajaan (cu llpa), niat ataul 

                                                        
11 Bambang Purnomo, 1994, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.16 
12 Syarif Saddam Rivanie, Op.Cit, hlm 13 
13 Moeljatno, 2009, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 33 
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maksu ld dalam pe lrcobaan ataul u lsaha (Poging), tulju lan atau l 

maksu ld (Oogme lrk), pelre lncanaan selbe llulmnya ataul re lncana 

yang disulsu ln (Voorheldachtel raad), dan ju lga me llibatkan 

pe lrasaan takult ataul strels. 

b. Ulnsu lr obje lktif, me lru lpakan aspelk-aspelk yang te lrkait delngan 

kondisi fisik, yakni pada saat di mana su latul tindak pidana 

dilaksanakan dan telrleltak di lular pikiran dari pellakul. Faktor 

ini me lncakulp ke lpatulhan pada rulmu lsan u lndang-ulndang, 

pe llanggaran hulku lm, karaktelristik si pellakul, selrta kulalitas 

yang telrhulbu lng delngan hulbulngan antara tindakan dan 

konselku le lnsinya. 

Se llain dari ulnsu lr sulbje lktif dan obje lktif di atas, Adapuln 

u lnsulr-u lnsulr tindak pidana me lnu lrult Lobby Loqman, me llipulti :14 

a. Pe lrbulatan manu lsia baik aktif mau lpuln pasif. 

b. Pe lrbulatan itul dilarang dan diancam de lngan pidanan olelh 

u lndang-ulndang 

c. Pe lrbulatan itul dianggap me llawan hulku lm 

d. Pe lrbulatan telrse lbult dapat dipelrsalahkan 

e. Pe llakulnya dapat dipelrtanggulngjawabkan 

Me lnu lru lt Simons, u lnsulr-ulnsu lr tindak pidana, yaitul

15 : 

                                                        
14 Syarif Saddam Rivanie, Op.Cit hlm 19 
15 Masruchin Ruba’I, 2015, Buku Ajar Hukum Pidana, Media Nusa Creative, Malang, hlm 
80. 
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a. Pe lrbulatan manu lsia (positif ataul ne lgativel, belrbu lat ataul tidak 

be lrbulat ataul me lmbiarkan). 

b. Diancam de lngan pidana (Statbaar gelste lld), 

c. Me llawan hu lkulm (Onre lchtmatigel), 

d. Dilakulkan delngan kelsalahan (Melt schulld in ve lrband stand),  

e. Orang yang mampu l be lrtanggu lng jawab 

(Toelrelke lningsvatoaar pelrson). 

3. Je lnis-Jelnis Tindak Pidana 

Tindak pidana dapat diklasifikasikan belrdasarkan belrbagai 

kritelria, selpelrti belrikult ini adalah belbelrapa je lnis tindak pidana , 

yaitul:16 

a. Me lnu lru lt sistelm KUlHP 

Jika me lru lju lk pada KUlHP, ke ljahatan dan pellanggaran 

diatulr dalam bu lku l yang belrbelda. Ke ljahatan dijellaskan 

dalam Bagian II KUlHP, se lme lntara pellanggaran dije llaskan 

dalam Bagian III KUlHP. Me lskipuln delmikian, KUlHP tidak 

me lnje llaskan kritelria pelmbagian tindak pidana antara 

ke ljahatan dan pellanggaran. Me lnulru lt ilmu l pelnge ltahulan, 

pe lrbeldaan antara keldulanya belrsifat kulalitatif. Keljahatan 

dianggap selbagai relchtsdellict, yaitul Pe lrilaku l yang tidak 

                                                        
16 Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & 
PuKAP, Yogyakarta, hlm 28 
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se lsu lai delngan prinsip keladilan, tanpa me lmpe lrhatikan 

apakah tindakan telrselbu lt dikelnai sanksi hulku lman atau l tidak 

(mala pelrse l). Selbaliknya, pellanggaran dianggap selbagai 

we ltde llict, yaitul tindakan yang barul dianggap olelh 

masyarakat se lbagai keljahatan se ltellah diatulr olelh u lndang-

u lndang dan diancam delngan sanksi hulku lman (mala qu lia 

prohibita). 

b. Me lnu lru lt cara me lru lmu lskannya 

Telrdapat pelrbeldaan antara pellanggaran hu lku lm 

formal dan pellanggaran hulku lm mate lriil. Pe llanggaran hulku lm 

formal me lngacu l pada pellanggaran yang be lrfokuls pada 

tindakan yang dilarang, di mana u lndang-ulndang me llarang 

tindakan telrtelntu l tanpa me lme lrlulkan adanya akibat dari 

tindakan telrse lbult. Dalam hal ini, sulatul dellik formil dianggap 

te lrjadi saat pellakul me lnye lle lsaikan tindakan yang diatulr 

dalam pe lrulmu lsannya. Dalam de llik formil, akibat bulkanlah 

hal yang else lnsial dan tidak me lnjadi syarat ulntulk 

me lnye lle lsaikan dellik. Di sisi lain, tindak pidana mate lril 

me lngacu l pada dellik yang lelbih me lne lkankan pada akibat 

yang dilarang, di mana u lndang-ulndang me llarang telrjadinya 

akibat telrtelntu l. Dalam de llik mate lril, kelbe lradaan akibat 

adalah else lnsial (konstitultif). Sellelsainya su latu l de llik mate lril 

te lrjadi saat akibat yang dilarang selsulai delngan rulmu lsan 
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de llik belnar-belnar telrjadi. Jika pellakul te llah me llaku lkan 

se lmu la tindakan yang dipelrlulkan ulntulk me lngakibatkan 

akibat yang dilarang, namu ln akibat telrselbu lt tidak telrjadi 

karelna su latul alasan telrtelntu l, maka de llik bellu lm te lrjadi, dan 

yang ada hanya ulpaya pelrcobaan telrhadap de llik telrselbu lt.17 

c. Me lnu lru lt belntulk ke lsalahan 

Dapat dibeldakan keljahatan diselngaja (doluls) adalah 

tindakan kriminal yang dilakulkan se lcara se lngaja atau l 

de lngan niat. Selme lntara itul, ke ljahatan ke llalaian (cullpa) 

adalah tindakan kriminal yang me llibatkan kellalaian ataul 

ke ltidakselngajaan.18 

B. Tinjauan Umum Pengancaman 

1. Pe lnge lrtian Pelngancaman 

Pe lngancaman me lru lju lk pada tindakan yang se lcara tidak 

langsulng me lnimbu llkan ancaman ataul keltaku ltan pada selse lorang, 

me lnye lbabkan ke lge llisahan, strels, dan keltidaknyamanan. Tindakan 

pe lngancaman dianggap selbagai pellanggaran hu lku lm dan tindakan 

ilelgal.19 Me lnulru lt KBBI (Kamu ls Be lsar Bahasa Indonelsia) 

“Pe lngancaman adalah prose ls, cara ataul pe lrbulatan me lngancam. 

                                                        
17 RB Budi Prastowo, 2006, Delik Formil/Delik Materiil, Sifat melawan hukum 
formil/materiil dan pertanggunjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi, Jurnal 
Hukum Pro Justitia, 26(3), hlm 213 
18 Lukman Hakim, 2020, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, 
Deepublish, Yogyakarta, hlm 12-13 
19 Al Furqon, 2018, Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengancaman Yang Dilakukan 
Secara Bersama-sama”, Jurnal Hukum Volkgeist, Vol 2 No 2, hlm 119 
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Adapu ln, yang dimaksu ld delngan me lngancam adalah me lnyatakan 

maksu ld (niat, relncana) ulntu lk me llaku lkan selsu latul yang me lru lgikan, 

me lnyu llitkan, me lnyu lsahkan ataul me lnce llakakan pihak lain”. 

 Me lnu lrult Pasal 368 KUlHP, yaitul 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan.” 

 
Tindak pidana pelngancaman yang me llibatkan ancaman 

me llaluli layanan pelsan singkat dapat tulndulk pada kelte lntulan yang 

te lrmaktu lb dalam Ulndang-Ulndang Informasi dan Transaksi 

Ellelktronik (UlUl ITEl) selbagai pelratulran khu lsu ls (lelx spe lcialis). 

Kare lna itul, pelratulran khulsu ls dalam UlUl ITEl akan me lmiliki prioritas 

dibandingkan delngan norma u lmu lm me lnge lnai tindak pidana 

pe lngancaman yang diatulr dalam Kitab Ulndang-Ulndang Hulku lm 

Pidana (KUlHP) selbagai pelratulran ulmu lm (le lx ge lne lralis). Hal ini 

se ljalan delngan kelte lntu lan Pasal 63 ayat (2) KUlHP yang 

me lnyatakan bahwa jika sulatul pe lrbulatan telrmasu lk dalam du la je lnis 

pe lratulran pidana, yaitul u lmu lm dan khu lsu ls, maka pe lratu lran 

khu lsulslah yang ditelrapkan. 

Pasal me lnge lnai ancaman ke ljahatan dalam Ulndang-Ulndang 

Informasi dan Transaksi Ellelktronik diulraikan dalam ke lte lntu lan 

se lbagai belrikult: 
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a. Pasal 27 ayat (4) me lne lntu lkan bahwa ”seltiap orang delngan 

se lngaja dan tanpa hak me lndistribu lsikan dan/ataul 

me lntrasmisikan dan/ataul me lmbu lat dapat diakse lsnya Informasi 

Ellelktronik dan/ataul Dokulme ln Ellelktronik yang me lmiliki mu latan 

pe lme lrasan dan/ataul pelngancaman”. 

b. Pasal 29 me lne lntulkan bahwa ”Se ltiap orang de lngan selngaja dan 

tanpa hak me lngirimkan Informasi Ellelktronik dan/ataul Dokulme ln 

e llelktronik yang belrisi ancaman ke lke lrasan atau l me lnaku lt-nakulti 

yang ditulju lkan se lcara pribadi”. 

2. Ulnsu lr-Ulnsu lr Tindak Pidana Pelngancaman 

Me lnge lnai tindak pidana pelngancaman diatu lr dalam Pasal 

45 ayat (4) UlUl RI No.19 Tahuln 2016 telntang Pe lrulbahan atas UlUl 

RI Nomor 11 Tahuln 2008 telntang Informasi dan Transaksi 

Ellelktronik (ITEl), Dimana u lnsu lr-ulnsulrnya selbagai belrikult : 

1. Se ltipa Orang; 

2. De lngan selngaja dan tanpa hak 

3. Me lndistribulsikan dan/ataul me lntransmisikan dan/atau l 

me lmbu lat dapat diakselsnya Informasi E llelktronik dan/ataul 

Doku lme ln Elle lktronik; 

4. Me lmiliki mu latan pe lme lrasan dan/ataul pelngancaman; 

Jika dianalisis Pasal 45 ayat (4), maka u lnsu lr-ulnsu lr tindak 

pidana adalah: 
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1. Se ltiap individul, baik selcara pelrorangan mau lpu ln 

be lrsama-sama, me lru lpakan sulbyelk hu lku lm yang 

dihadapkan dan didakwa di delpan pelrsidangan karelna 

dituldulh me llakulkan tindak pidana; 

2. Yang dimaksu ld se lngaja di dalam me lmorie l van 

toellichting adlah Belrke linginan dan me lnyadari telrjadinya 

su latul tindakan belse lrta konselku le lnsinya (wille lns e ln 

we lte lns velroorzake ln van e le ln gelvolg). Se ldangkan, 

me lnu lru lt Lamintang Dalam ranah hulku lm pidana, 

ke ltiadaan hak selring diselbult de lngan istilah 

"we ldelrrelchte llijk," yang me lmiliki belbe lrapa makna, selpe lrti 

pe lrbulatan yang me llanggar hulku lm obje lktif, pe lrbulatan 

yang belrte lntangan delngan hak individul lain, tindakan 

yang dilakulkan tanpa hak yang dimiliki selse lorang, ataul 

tindakan yang dilakulkan tanpa izin relsmi in casu l 

Ulndang-ulndangn Relpulblik Indonelsia Nomor 19 Tahuln 

2016 telntang Pelrulbahan atas Ulndang-Ulndanfan 

Re lpu lblik Nomor 11 Tahuln 2008 Telntang Informasi 

Transaksi Ellelktronik 

3. Frasa me lndistribulsikan, me lntransimisikan, dan me lmbu lat 

se lsu latul dapat diaksels adalah salah satul opsi ataul 

e llelme ln yang be lrsifat altelrnatif dan kulmu llatif selhingga 
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te lrpelnu lhinya salah satul mau lpu ln gabulngan se lmu la u lnsu lr 

diatas maka u lnsu lr tellah telrpe lnulhi. 

4. Adanya mu latan pe lme lrasan dan/ataul pe lngancaman 

me lru lpakan gabulngan ulnsu lr yang belrsifat alte lrnatif dan 

ku lmu llatif selhingga telrpelnu lhinya salah satul u lnsu lr 

gabulngan mau lpan se lmu la u lnsu lr maka u lnsu lr ini 

te lrpelnu lhi. Dalam KBBI pe lngancaman me lru lpakan 

me lnyatakan maksu ld (niat,relncana) u lntulk me llakulkan 

se lsu latul yang me lru lgikan, me lnyu llitkan, me lnyu lsahkan, 

ataul me lnce llakakan pihak lain. 

3. Atu lran Hulku lm Tindak Pidana Pelngancaman 

Pasal pelngancaman se lring kali me lnjadi pe lrhatian yang 

se lring diaju lkan. Pe lngancaman pidana diatulr dalam Kitab Ulndang-

Ulndang Hulku lm Pidana (KUlHP). Pe llanggaran te lrhadap kelte lntulan 

te lrselbu lt dapat belrulju lng pada hulku lman pe lnjara delngan batas 

maksimal e lmpat tahu ln. Hal ini selsu lai delngan pelratulran yang 

te lrcantulm dalam Pasal 368  KUlHP yang me lne lgaskan bahwa: 

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri 
sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan 
barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 
orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun 
menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan 
pidana penjara paling lama sembilan bulan.” 
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Ulnsu lr-ulnsulr yang telrmu lat dalam Pasal 368 KUHP, yaitul

20: 

1. Adanya sulbje lk hu lku lm/orang yang me llakulkan; 

2. Me llakulkan pelrbulatan me llawan hu lkulm de lngan maksu ld 

u lntulk me lngu lntulngkan diri selndiri ataul orang lain ataul 

su lpaya me lmbu lat hu ltang mau lpu ln me lnghapu lskan piultang; 

3. memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang 

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau 

orang lain,  

Jika pelngancaman dilakulkan me llaluli sarana ellelktronik, 

te lrmasu lk me ldia sosial ataul platform e llelktronik lainnya, pellakul 

dapat telrke lna Pasal 27 Ayat (4) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.21 

 

Pasal 27 Ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2008, berbunyi:  

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau 
pengancaman”.  

 

Pe llanggaran telrhadap Pasal 27 Ayat (4) Ulndang-Ulndang RI 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 

Ellelktronik dapat dikelnakan sanksi pidana se lbagaimana diatulr 

                                                        
20 https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/ diakses pada 7 Februari 2024 
21 https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/11/19/penyalahgunaan-teknologi-bisa-dijerat-
hukum-2/ diakses pada 8 February 2024 

https://mh.uma.ac.id/tindak-pidana-pemerasan/
https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/11/19/penyalahgunaan-teknologi-bisa-dijerat-hukum-2/
https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/11/19/penyalahgunaan-teknologi-bisa-dijerat-hukum-2/
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dalam Pasal 45 Ayat (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2016, berbunyi:  

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat 
dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen 
Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau 
pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah)”. 

 

Adapun Aturan lain mengenai pengancaman melalui media 

sosial, Pada Pasal 45 Ayat (8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

berbunyi: 

“ Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak 
mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi 
Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk 
menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan 
hukum, memaksa orang dengan ancaman kekerasan untuk: 

a. memberikan suatu barang, yang sebagian atau 
seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; 
atau 

b. memberi utang, membuat pengakuan utang, atau 
menghapuskan piutang,  

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27B ayat (1) dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

 

C. Tinjauan Tentang Media Sosial 

1. Pe lnge lrtian Meldia Sosial 

Me ldia sosial adalah platform di intelrne lt yang me lngizinkan 

pe lnggulnanya ulntulk me lnggambarkan diri me lrelka se lndiri dan 

te lrlibat dalam intelraksi, kolaborasi, belrbagi, dan belrintelraksi 
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de lngan pelnggulna lain dan me lmbe lntu lk hu lbu lngan sosial me llaluli 

du lnia maya.22 Me ldia me lmpu lnyai pelranan yang sangat kulat 

dalam me lnyampaikan informasi, me lmbe lntu lk pandangan, dan 

me lme lngaru lhi opini masyarakat, yang pada akhirnya dapat 

me lnciptakan pelru lbahan sosial yang signifikan. Olelh karelna itul, 

me ldia me lmiliki tanggulng jawab yang be lsar u lntu lk me lnyajikan 

konteln yang akulrat, selimbang, dan belre ltika. 

Me lnu lru lt Van Dijk dalam Nasrulllah, Platform me ldia sosial 

adalah telmpat di mana pe lrhatian difokulskan pada kelhadiran 

pe lnggulna, me lnye ldiakan fasilitas ulntulk belrintelraksi dan 

be lrkolaborasi. Delngan delmikian, platform me ldia sosial dapat 

dilihat selbagai sarana daring yang me lmpe lrkulat re llasi antar 

pe lnggulna selrta me lmbe lntu lk jalinan sosial.23 

Pe lrke lmbangan sosial me ldia me lngalami transformasi yang 

signifikan dari tahuln ke l tahuln. Pada tahu ln 2002, Frielndstelr 

me lnjadi pe lngulasa ultama sosial me ldia kare lna me lndominasi 

pasar pada pelriodel telrse lbult. Namu ln, saat ini, kita me lnyaksikan 

mu lncu llnya belrbagai platform sosial me ldia delngan kelu lnikannya 

masing-masing, me lnciptakan karaktelristik yang belragam dalam 

e lkosistelm sosial me ldia.24 Contohnya selpe lrti twittwe lr, facelbook, 

blog, instagram, dan lainnya. Ada belrbagai alasan me lngapa 

                                                        
22 Nasrullah, 2021, Media Sosial, Simbiosa Rekatama Media, bandung. hlm. 11 
23 Ibid 
24 Astari Clara Sari, dkk, 2018, Komunikasi dan Media Sosial, KOMUNIKASI-DAN-
MEDIA-SOSIAL.pdf (researchgate.net), diakses pada 8 February 2024  

https://www.researchgate.net/profile/Astari-Clara-Sari/publication/329998890_KOMUNIKASI_DAN_MEDIA_SOSIAL/links/5c2f3d83299bf12be3ab90d2/KOMUNIKASI-DAN-MEDIA-SOSIAL.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Astari-Clara-Sari/publication/329998890_KOMUNIKASI_DAN_MEDIA_SOSIAL/links/5c2f3d83299bf12be3ab90d2/KOMUNIKASI-DAN-MEDIA-SOSIAL.pdf
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se lse lorang me lmbu lat aku ln me ldia sosial. Salah satulnya adalah 

u lntulk te ltap telrhulbu lng delngan kellularga dan te lman. Se llain itul, 

me lre lka ju lga me lnggu lnakan me ldia sosial ulntulk me lndapatkan 

informasi dan belrita me llaluli fele ld belrita yang diseldiakan olelh 

platform je ljaring sosial. Tak jarang, orang me lmbu lat aku ln me ldia 

sosial selbagai wu lju ld e lksistelnsi diri me lre lka.25 

Me lnu lru lt Antony Mayfielld, ia me lmbe lrikan delfinisi me ldia 

sosial selbagai belntulk me ldia yang me lmu ldahkan pelnggulnanya 

u lntulk be lrpartisipasi, belrbagi, dan me lnciptakan pelran, telrultama 

me llaluli platform se lpe lrti blog, je ljaring sosial, wiki/elnsiklopeldia 

onlinel, forulm maya, dan ju lga dulnia maya virtulal delngan 

avatar/karaktelr 3D. 

Me lnu lru lt Helndelri dan relkan-relkannya, me ldia sosial dapat 

didelfinisikan selbagai situls jaringan sosial, se lpe lrti layanan 

be lrbasis we lb, yang me lmbe lrikan kelmampu lan kelpada individul 

u lntulk me lmbu lat profil pulblik ataul se lmi-pu lblik dalam sistelm yang 

te lrbatas. Di dalamnya, me lre lka dapat me lmbu lat daftar pelnggulna 

lain yang telrhulbu lng, selrta me llihat dan me lnje llajahi daftar 

konelksi yang dibulat olelh orang lain me llaluli sulatul sistelm.  

Dari pelngelrtian-pelngelrtian me ldia sosial me lnulru lt di atas, 

Pe lnu llis me lnyimpu llkan bahwa me ldia sosial me lmu lngkinkan 

pe lnggulnanya ulntulk be lrpartisipasi dalam aktivitas sosial me llaluli 

                                                        
25 Setyastuti Yuanita, Aprehensi Komunikasi Berdasarkan Konteks Komunikasi dan Tipe 
Kepribadian Ekstrovert-Introvert, Jurnal Komunikator, Vol 4 No. 4, November 2012 hlm 
136-137. 
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intelrnelt tanpa telrbatas olelh jarak, dapat diakse ls di mana saja 

dan kapan saja. 

2. Karaktelristik Meldia Sosial 

Me ldia sosial me lmiliki karaktelristik yang se lrulpa delngan 

me ldia sibelr (cybelr) karelna me lru lpakan salah satu l be lntulk platform 

me ldia sibelr. Namu ln, me lnu lrult Nasrulllah, me ldia sosial me lmiliki 

karaktelristik khulsu ls se lbagai belrikult26:  

1. Jaringan (Neltwork) 

Jaringan me lru lpakan infrastrulktu lr yang 

me lnghu lbu lngkan kompu lte lr delngan pelrangkat kelras 

lainnya. Konelksi ini sangat pelnting, karelna komu lnikasi 

antar kompu lte lr hanya dapat telrjadi jika me lrelka saling 

te lrhulbu lng, yang me lncaku lp pelrpindahan data di antara 

me lre lka. 

2. Informasi (Information) 

Me ldia sosial me lmandang informasi selbagai ellelme ln 

krulsial, karelna pelnggulnanya me lnggu lnakan platform ini 

u lntulk me lnggambarkan idelntitas, me lnghasilkan konteln, 

dan belrintelraksi belrdasarkan pada informasi yang 

disajikan. 

3. Arsip (Archie lve l) 

                                                        
26 Ahmad Setiadi, 2016, Pemanfaatan Media Sosial untuk Efektivitas Komunikasi, Jurnal 
Humaniora Bina Sarana Informatika, hlm 2 
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Bagi para pelnggu lna me ldia sosial, arsip me lnjadi 

su latul fitulr yang me lnandakan bahwa informasi te llah 

disimpan dan dapat diaksels kapan saja dan dari mana 

saja, me llaluli belrbagai pelrangkat yang telrse ldia. 

4. Intelraksi (Intelractivity) 

Me ldia sosial tidak hanya me lmpe lrlu las jaringan 

pe lrtelmanan ataul pe lngikult (followelr), me llainkan julga 

me lmbe lntu lk intelraksi antar pelnggulna yang saling 

te lrhulbu lng dalam se lbu lah jaringan.27 

5. Simu llasi Sosial (simu llation of socie lty) 

Masyarakat di dulnia maya me lngalami transformasi 

me llaluli me ldia sosial. Meldia ini me lmiliki ciri khas dan 

pola yang selringkali belrbelda, tidak dapat dite lmu li dalam 

strulktu lr masyarakat nyata. 

6. Konte ln olelh Pe lnggulna (ulse lr-gelnelrate ld contelnt) 

Di me ldia sosial, konteln selpe lnulhnya belrgantulng pada 

kontribulsi dari pelnggulna ataul pelmilik aku ln. Ulse lr 

Ge lnelrateld Conte lnt (UlGC) me lnciptakan hu lbulngan 

simbiosis dalam bu ldaya me ldia mode lrn yang 

me lmbe lrikan kelselmpatan bagi pelnggulna ulntu lk 

be lrpartisipasi selcara aktif. Hal ini belrbelda de lngan me ldia 

                                                        
27 Kartika Mariskhana, 2018, Dampak Media Sosial (Facebook) dan Gadget Terhadap 
Motivasi Belajar, Jurnal Ekonomi dan Manajemen, Vol XVI No 1, hlm 62 
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tradisional di mana auldielnsnya hanya belrpelran selbagai 

pe lnelrima pasif dalam distribulsi pelsan. 

3. Dampak Me ldia Sosial 

Di elra digital saat ini, me ldia sosial me lnjadi su latul ke lbultu lhan 

yang tak telrhindarkan bagi seltiap individul. Ke lmaju lan te lknologi 

yang pelsat me lndorong seltiap orang ulntulk me lnggu lnakan me ldia 

sosial karelna di dalamnya te lrdapat aksels ke l be lrbagai informasi 

yang rellelvan. Pe lrtulmbu lhan te lknologi digital ju lga me lnghasilkan 

be lragam platform dan aplikasi onlinel yang me lndu lku lng ke lhidulpan 

se lhari-hari selselorang, telrmasu lk platform pelndidikan onlinel, 

marke ltplacel, jaringan sosial, layanan pelrbankan digital, dan 

banyak lagi.28 Dampak ne lgatif dari pelnyalahgu lnaan me ldia sosial 

te lrhadap individul dan masyarakat selcara me lnye llu lrulh sangat 

signifikan. Salah satul contoh konkrelt dari pe lnyalahgulnaan ini 

adalah me llaluli pelnye lbaran informasi yang tidak akulrat, belrita 

palsul, ataul hoaks, yang dapat belrpelngarulh pada opini pulblik dan 

me lnciptakan ke lbingulngan di masyarakat. Pe lnggu lnaan me ldia 

sosial yang belrlelbihan dapat me lnimbu llkan dampak ne lgatif, selpelrti 

ke lcandulan yang me lnye lbabkan se lse lorang su llit ulntu lk me lngontrol 

                                                        
28 Daffa Aqiilah, dkk, 2023, Dampak Media Sosial Terhadap Tindak Kenakalan Remaja, 

Jurnal Pendidikan Sosiologi, Vol 6 No 1, hlm 219 
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dan me lmbagi waktu l de lngan baik. Hal ini dapat belrpe lngarulh pada 

ke lse lhatan individul

29. 

Me ldia sosial, sellain belrpe lran selbagai salulran komu lnikasi 

yang me llulas, ju lga me lmiliki potelnsi se lbagai telmpat 

pe lnyalahgulnaan yang dapat me lnimbu llkan ke lrulgian. Tindakan 

pe lrulndulngan onlinel, pellelce lhan, dan cybe lrbulllying selringkali 

me lru lpakan dampak ne lgatif dari pelnggulnaan me ldia sosial yang 

tidak belrtanggulng jawab. Dalam banyak kasu ls, korban-korban 

me lnghadapi kelru lgian elmosional dan psikologis yang selriuls akibat 

pe lrilakul te lrselbu lt. 

Tidak hanya itul, ke lcandulan me ldia sosial ju lga me lnjadi isul 

se lriuls yang dapat me lnghambat ke lse ljahte lraan para pelnggu lna. 

Ke lcandulan ini dapat me lngganggul produlktivitas dan kulalitas hidulp 

me lre lka se lcara ke lse llulrulhan. Para pe lnggulna yang kelcandu lan 

ce lndelru lng sullit me lngontrol dulrasi pelnggulnaan, bahkan sampai 

pada tingkat di mana me lre lka ke lsu llitan me lmbagi waktu l de lngan 

e lfelktif. Hal ini dapat me lru lgikan aspelk-aspelk sosial, pelke lrjaan, dan 

bahkan kelse lhatan me lntal me lre lka. 

Olelh karelna itul, pe lnting bagi pelnggulna me ldia sosial ulntu lk 

be lrsikap bijaksana dalam me lmanfaatkannya. Tanggulng jawab 

u lntulk me lnyajikan konteln yang eltis, akulrat, dan selimbang bulkan 

hanya me lnjadi tulgas platform me ldia sosial, me llainkan ju lga me lnjadi 

                                                        
29 Ayu Puput Budi Kumala dan Agustin Sukmawati, 2020, Dampak Cyberbullying Pada 
Remaja di Media Sosial, Jurnal of Nursing, Vol 1 No 1, hlm 58 
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komitme ln be lrsama se llu lrulh pe lnggulna. Delngan me lmiliki kelsadaran 

akan kelmu lngkinan dampak nelgatif, kita dapat me lnciptakan 

lingkulngan daring yang lelbih positif dan me lndu lku lng. 

4. Je lnis-Jelnis Meldia Sosial 

Me lnu lru lt Kaplan dan Haelnlelin telrdapat je lnis-jelnis me ldia 

sosial, me llipulti30 : 

1. Collaborative l Projelcts 

Collaborative l Projelcts me lru lpakan selbulah platform 

me ldia sosial yang me lmu lngkinkan pelnggu lna ulntu lk 

me lmbu lat dan me lngakse ls konteln selcara global. Salah 

satul contohnya adalah Wikipeldia, selbu lah proyelk 

kolaboratif yang popullelr di belrbagai nelgara. Pe lnggulnaan 

platform ini dalam proye lk-proyelk kolaboratif dapat 

me lnjadi sarana yang elfelktif ulntu lk me lmpe lrkulat citra 

pe lrulsahaan, me lskipuln tidak jarang me lnimbu llkan pro dan 

kontra. 

2. Blogs and Microblogs 

Aplikasi ini me lmu lngkinkan pelnggulna u lntulk me lnu llis 

se lcara sistelmatis dan telrpelrinci telntang belrbagai topik, 

te lrmasu lk be lrita, opini, pelngalaman pribadi, dan aktivitas 

se lhari-hari, baik dalam be lntulk te lks, gambar, videlo, ataul 

                                                        
30 Kariman Sinaga, dkk, 2019, Pelatihan Meminimalisir Efek Hoaks Media Sosial di Desa 
Namo Sialang Kec Batang Serangan Kab Langkat-Sumut, Jurnal Network Media, Vol 2 
No 1, hlm 4 
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kombinasi dari keltiganya. Pelran keldu la aplikasi ini sangat 

signifikan dalam me lnye lbarkan informasi dan 

me lmasarkan produlk. Delngan me lnggu lnakan aplikasi ini, 

pe lnggulna dapat delngan mu ldah me lmpe lngarulhi opini 

masyarakat ataul auldielns daring tanpa haruls 

be lrkomu lnikasi langsulng. 

3. Contelnt Commulnitie ls 

Su latu l aplikasi yang belrtulju lan u lntu lk belrbagi 

informasi, baik selcara langsulng mau lpu ln tidak langsulng, 

antara pelnggu lna. Dalam platform ini, pelnggu lna dapat 

me lngirim dan me lne lrima videlo se lrta foto. Me ldia sosial ini 

bisa digulnakan selbagai sarana ulntulk me lmpu lblikasikan 

ke lgiatan positif yang dilakulkan olelh selbu lah pe lrulsahaan, 

se lhingga kelgiatan telrselbu lt dapat me lnarik pelrhatian 

pu lblik dan pada akhirnya me lmpe lrku lat citra positif 

pe lrulsahaan telrselbu lt. 

4. Social Neltworking Sitels 

Platform yang me lmfasilitasi individul ataul pe lnggulna 

intelrnelt ulntu lk me lmbu lat profil pribadi dan be lrintelraksi 

de lngan orang lain selcara daring. Mellaluli situls je ljaring 

sosial, pelnggulna dapat me lmbagikan konte ln pribadi 

se lpelrti foto, videlo, dan tullisan, selrta belrkomu lnikasi 

se lcara langsulng me llaluli pelsan pribadi. Platform ini 
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me lmiliki pelran pelnting dalam me lmbangu ln idelntitas 

me lre lk kare lna sifat intelraktifnya me lmu lngkinkan pelmilik 

me lre lk u lntu lk belrkomu lnikasi langsulng delngan konsulme ln 

me lre lka, me lmbe lrikan informasi, selrta me lnje llaskan dan 

me lngklarifikasi hal-hal telrkait produlk atau l layanan. 

D. Tinjauan Umum Tentang Pidana dan Pemidanaan 

1. Pe lnge lrtian Pidana dan Pelmidanaan 

Simons me lnyatakan bahwa hu lku lm pidana dapat 

diklasifikasikan me lnjadi hulku lm pidana dalam konte lks obje lktif, 

yang ju lga dikelnal selbagai strafrelcht in obje lctive l zin, dan hulkulm 

pidana dalam konte lks su lbje lktif, yang dise lbult strafrelcht in 

su lbje lctivel zin. Hulku lm pidana obje lktif me lru lju lk pada hulkulm 

pidana yang belrlakul, dikelnal ju lga se lbagai hu lkulm positif ataul 

iuls poelnalel.31 Hu lku lm pidana dalam arti su lbje lktif me lmpu lnya 2 

pe lngelrtian, yaitul : 

a) Hak dari nelgara dan alat-alat kelku lasaannya u lntulk 

me lnghu lku lm, yakni hak yang tellah me lre lka pelrolelh 

dari pelratu lran-pelratulran yang tellah ditelntu lkan olelh 

hu lkulm pidana dalam arti obje lktif 

b) Hak dari nelgara ulntulk me lngaitkan pellanggaran 

te lrhadap pelratulranpelratulrannya delngan hulku lm. 

                                                        
31P.A.F Lamintang. Op.Cit, hlm. 47 
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Pe lne lgakan hulkulm pidana dalam pe lngelrtian su lbje lktif, ataul 

yang selring diselbult se lbagai iuls pu lnielndi, me lrulpakan tanggulng 

jawab dari lelmbaga le lgislatif. Lelmbaga ini belrtulgas 

me lru lmu lskan tindak pidana belselrta sanksi yang dibelrikan. 

Se llanju ltnya, kelwe lnangan ulntu lk me lme lriksa dan me lngadili 

su latul pe lrkara pidana belrada di tangan lelmbaga yuldikatif. 

2. Je lnis-Jelnis Pidana 

Sanksi pidana adalah hasil hulku lm yang dike lnakan pada 

se lse lorang yang me llakulkan tindakan kriminal selbagai dampak 

dari pelrilakulnya. Fulngsinya adalah me lmbe lrikan sanksi kelpada 

pe llakul, me lnce lgah ke lmu lngkinan telrjadinya ke ljahatan di masa 

me lndatang, dan me lmu llihkan kelse limbangan sosial yang 

te lrganggul. Se ltiap nelgara me lmiliki belragam be lntu lk sanksi 

pidana yang dapat dijatu lhkan pada pellakul tindak pidana32. 

Pasal 10 KUlHP me lngkatelgorikan je lnis pidana kel dalam du la 

bagian, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana 

tambahan hanya dibelrlakulkan apabila pidana pokok dijatu lhkan, 

ke lcu lali dalam ke ladaan telrtelntu l. Jelnis pidana te lrselbu lt, yaitul: 

a. Pidana Pokok, yang telrdiri dari : 

1) Pidana mati 

2) Pidana pelnjara 

3) Pidana kulru lngan 

                                                        
32 Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 185 
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4) Pidana delnda 

b. Pidana tambahan, yang te lrdiri dari : 

1) Pe lncabultan belbe lrapa hak yang telrte lntul 

2) Pe lrampasan barang yang te lrtelntu l 

3) Pe lngu lmu lman ke lpu ltu lsan hakim 

Sanksi ultama yang dibelrikan kelpada pellaku l tindak pidana 

se lbagai konselkule lnsi langsulng dari pelrbu latannya diselbu lt 

se lbagai pidana pokok. Selbaliknya, pidana tambahan me lru lju lk 

pada hulkulman atau l sanksi tambahan yang dapat dibelrlakulkan 

be lrsamaan delngan pidana pokok, selpe lrti delnda ataul larangan 

te lrtelntu l. Di sisi lain, pidana khulsu ls me lncaku lp sanksi yang 

se lcara spelsifik diteltapkan ulntulk tindak pidana telrtelntu l yang 

diatulr dalam pe lratu lran hulku lm yang be lrlakul. 

De lngan me lngkaji siste lm pidana, dapat de lngan mu ldah 

dipahami je lnis-je lnis hulku lman yang te lrdapat dalam siste lm 

te lrselbu lt, baik itul dalam hu lku lman pokok mau lpu ln hu lku lman 

tambahan. Hal ini ju lga me lncaku lp pelnilaian telrhadap tingkat 

ke lparahan hulku lman, yaitu l seljau lh mana su latul pe llanggaran 

dianggap belrat ataul ringan, selrta me ltodel pe llaksanaan 

hu lkulman (modu ls pe llaksanaan hulku lman)33. 

                                                        
33 Joko Sriwidodo, 2019, Kajian Hukum Pidana Indonesia : Teori dan Praktek, Kepel 
Press, Yogyakarta, hlm. 90. 
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3. Telori Tulju lan Pe lmidanaan 

Telori-telori telntang tulju lan pe lmidanaan telru ls belrkelmbang 

se liring delngan dinamika kelhidulpan masyarakat yang telru ls 

be lrulbah selbagai relspons telrhadap mu lncu llnya dan 

pe lrkelmbangan keljahatan yang telruls me lnghiasi kelhidulpan 

sosial masyarakat dari waktu l ke l waktu l. Dalam ranah ilmu l 

hu lkulm pidana, telrdapat belbe lrapa telori yang belrke lmbang 

te lntang tulju lan pe lmidanaan, yaitul te lori absolu lt (reltribu ltif), te lori 

rellatif (delte lrrelnce l/ultilitarian), te lori pelnggabu lngan (inte lgratif), 

te lori pelmbinaan, telori trelatme lnt, dan te lori pe lrlindulngan sosial 

(social de lfe lnce l). Be lrbagai telori pe lmidanaan ini 

me lmpe lrtimbangkan belrbagai aspelk sasaran yang ingin dicapai 

dalam pe lnjatu lhan pidana.34 Adapu ln telori telrse lbu lt, yaitul : 35 

1. Telori Absolult/ Telori Pelmbalasan 

Me lnu lru lt telori ini, hulku lman dibelrlakulkan se lmata-mata 

karelna selse lorang tellah me llakulkan tindak pidana ataul 

ke ljahatan. Telori ini pelrtama kali dipelrkelnalkan olelh Kant 

dan Helge ll. Telori Absolult didasarkan pada gagasan 

bahwa hu lkulman tidak me lmiliki tulju lan praktis, selpe lrti 

me lmpe lrbaiki pelrilakul pellakul keljahatan, me llainkan 

me lru lpakan tu lntultan mu ltlak. Hulku lman bu lkan hanya 

                                                        
34 Dwidja Priyanto, 2009, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia, PT Rafika 
Aditama, Bandung, hlm 22 
35 Irfan Ardiansyah, 2017, Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi  
(Penyebab dan Penanggulangannya), Hawa dan AHWA, Pekanbaru, hlm. 115. 
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su latul ke lpu ltu lsan yang haruls dijatu lhkan, teltapi dianggap 

se lbagai sulatu l kelharulsan. Delngan kata lain, hakikat dari 

hu lkulman adalah pelmbalasan (relve lgeln), bu lkan ulntulk 

ke lpelntingan praktis lainnya.36 

Telori absolult (te lori reltribultif) me lnyatakan bahwa 

hu lkulman adalah belntulk pe lmbalasan telrhadap kelsalahan 

yang tellah dilakulkan. Pe lndelkatan ini belrfokuls pada 

pe lrbulatan itul selndiri dan belrakar pada sifat keljahatan. 

Pe lmidanaan dibelrlakulkan selbagai akibat langsulng dari 

tindakan yang me llanggar hulku lm, de lngan tulju lan 

me lnjatu lhkan sanksi kelpada pellakul se lbagai konselku le lnsi 

dari kelsalahannya. Me lnulru lt telori ini, landasan hulku lman 

haruls dicari dalam e lse lnsi keljahatan te lrselbu lt, me lngingat 

ke ljahatan telrse lbult te llah me lnye lbabkan pelnde lritaan bagi 

pihak lain. Dalam konte lks ini, hulku lman dianggap selbagai 

balasan ataul ganti rulgi (velrgellding) yang wajar yang 

haruls ditelrima olelh pellakul se lbagai akibat dari 

tindakannya37. 

2. Telori Rellatif 

Telori rellatif ataul telori tulju lan me lndasarkan diri pada 

idel bahwa hu lku lman pidana me lru lpakan alat ulntu lk 

                                                        
36 Joko Sriwidodo, Op.Cit, hlm 71 
37 Leden MArpaung, 2009, Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 
hlm 105 
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me lne lgakkan ke ltelratu lran dalam masyarakat. Pe lnde lkatan 

ini kontras delngan telori absolult, yang me lyakini bahwa 

ke ljahatan haruls dihulku lm se lmata-mata karelna 

pe llanggaran hulku lm. Dalam pe lrspelktif rellatif ataul tu lju lan, 

ke lbelrlanju ltan pidana me lmiliki tulju lan khu lsu ls, selpe lrti 

me lmpe lrbaiki sikap me lntal pellakul ataul me lnjadikan 

me lre lka tidak belrbahaya lagi. Delngan delmikian, prosels 

relhabilitasi sikap me lntal me lnjadi su latul ke lbu ltulhan 

e lse lnsial dalam pe lnjatu lhan hulku lman. 

Telori tulju lan me lmiliki 2 (dula) fulngsi pelnce lgahan, 

yakni telori pelnce lgahan ulmu lm dan te lori pe lncelgahan 

khu lsuls. Filsulf Je lrman, von Felu lrbach, me lnge lmbangkan 

te lori pelnce lgahan ulmu lm dan me lnyu lsu ln te lori lelgalitas 

yang telrdokulme lntasikan dalam Pasal 1 Kitab Ulndang-

Ulndang Hulkulm Pidana (KUlHP). Telori pe lncelgahan 

u lmu lm ini me lnge ldelpankan pelmbe lrian sanksi pidana 

ke lpada pellakul keljahatan delngan tulju lan me lnciptakan 

rasa takult dalam masyarakat agar orang lain tidak 

te lrgoda ulntu lk me llaku lkan tindakan kriminal. Von 

Felu lrbach me lne lgaskan bahwa sanksi pidana yang 

diancamkan te lrhadap tindakan yang dilarang haruls 

se lcara je llas diatulr dalam u lndang-ulndang, se lhingga 
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dapat me lnghe lntikan niat orang lain ulntulk me llakulkan 

ke ljahatan.38 

3. Telori Gabulngan 

Se llain telori absolult dan telori rellatif, telrdapat ju lga 

su latul pe lndelkatan keltiga yang dikelnal selbagai telori 

gabulngan. Telori ini mu lncu ll selbagai tanggapan telrhadap 

ke ltidakpulasan telrhadap telori-telori selbe llulmnya dalam 

me lmbe lrikan jawaban te lrhadap pelrtanyaan-pelrtanyaan 

me lnge lnai tulju lan pe lmidanaan.39 Telori gabulngan ataul 

te lori mode lrn me lnyatakan bahwa tu lju lan pe lmidanaan 

be lrsifat plulral karelna me lnggabulngkan prinsip-prinsip 

rellatif (tulju lan) dan absolult (pelmbalasan) me lnjadi satul 

ke lsatulan. Telori ini me lmiliki pelndelkatan ganda, di mana 

pe lmidanaan me lncaku lp ulnsu lr pelmbalasan selbagai 

tanggapan moral telrhadap tindakan yang salah. 

Se lme lntara itul, tulju lannya telrfoku ls pada konse lp bahwa 

kritik moral telrselbu lt selharulsnya me lnghasilkan relformasi 

ataul pe lrulbahan pelrilakul telrpidana di masa yang akan 

datang.40  

Telori gabulngan (intelgratif) me lngakar pidana pada 

du la prinsip, yakni prinsip pelmbalasan dan prinsip 

                                                        
38 Eddy O.S Hiariej, 2016, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pusaka, 
Yogyakarta, hlm. 31 
39 Nimerodi Gulo dan Ade Kurniawan Muharram, 2018, Disparitas dalam Penjatuhan 
Pidana, Jurnal Masalah-masalah Hukum, Jilid 47 No 3, hlm 220 
40 Joko Sriwidodo, Op.Cit, hlm 84 
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me lnjaga ke lte lrtiban tata telrtib masyarakat. De lngan kata 

lain, pelnjatu lhan pidana didasarkan pada du la alasan 

u ltama ini. Se lcara else lnsial, telori gabulngan me lru lpakan 

hasil dari pelrpadulan antara telori absolult dan te lori rellatif. 

Kombinasi keldu lanya me lne lgaskan bahwa hulku lman 

be lrtulju lan u lntulk me lnjaga tata telrtib hulku lm dalam 

masyarakat dan me lngore lksi pelrilakul si pelnjahat41.  

E. Tinjauan Umum Tentang Putusan 

1. Pe lnge lrtian Pultu lsan 

Pu ltu lsan adalah hasil dari prosels pelngadilan yang diambil 

olelh hakim. Hasil dari prosels pelngadilan yang diambil olelh hakim 

dapat belrulpa pe lne ltapan dan pultu lsan. Pe lne ltapan tidak telrkait 

de lngan pelnye llelsaian pelrkara, selme lntara pultu lsan belrkaitan 

langsulng delngan pelnye llelsaian sulatul pe lrkara42. 

Se ldangkan, me lnu lrult Su ldikno Me lrtokulssu lmo pu ltu lsan 

me lru lpakan pelrnyataan yang disampaikan ole lh Hakim. Ia 

me lnje llaskan bahwa Pu ltu lsan Hakim adalah su latul pe lrnyataan yang 

dikellularkan olelh Hakim, yang me lru lpakan wakil nelgara yang 

me lmiliki kelwe lnangan, diulngkapkan di pe lngadilan ulntu lk 

me lnye lle lsaikan sulatul kasuls ataul konflik antara pihak-pihak yang 

                                                        
41 Leden Marpaung, Op.Cit, hlm 107 
42 Tarigan, Victor Osmond, 2016, Upaya Hukum Terhadap Putusan Praperadilan di 
Indonesia, Jurnal Hukum, hlm 8 
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te lrlibat. Yang diselbu lt pultu lsan tidak hanya yang diulcapkan, teltapi 

ju lga yang ditullis dan kelmu ldian dibacakan di pe lrsidangan43. 

Pu ltu lsan individul me lmiliki pelngelrtian, yakni ke lpultu lsan dari 

pe lngadilan dalam kasu ls tulntu ltan yang belrasal dari pelrse llisihan 

ataul konflik. Delngan delmikian, belrdasarkan delfinisi ini, pultu lsan 

te lrselbu lt me lru lpakan hasil dari Pelngadilan yang telrke lnal delngan 

istilah Julrisdictiosa Conte lntiosa. Ini diselbabkan olelh adanya dula 

pihak yang saling belrtelntangan dalam kasu ls te lrselbu lt, yakni pihak 

yang me lngaju lkan tu lntu ltan (pelnggulgat) dan pihak yang ditulntu lt 

(telrgu lgat)44. 

2. Je lnis-Jelnis Pultu lsan Dalam Pe lrkara Pidana 

Salah satul belntu lk dari kelpastian hulku lm adalah dapat 

direlalisasikan me llaluli selbulah kelpu ltu lsan hakim ataul se lring ju lga 

diselbult de lngan pultu lsan pelngadilan, dan hal telrselbu lt me lnjadi 

tu lju lan ultama dalam prosels yang dilakulkan dalam pelngadilan yakni 

u lntulk me lncapai kelpultu lsan hakim yang diharapkan dapat telrwu lju ld 

de lngan selpelnu lh keladilan. 

Je lnis pultu lsan hakim dalam prose ls pidana te lrbagi me lnjadi 

tiga je lnis, yakni:  

a. Pu ltu lsan Belbas  

                                                        
43 Sudikno Mertokusumo, 1975 , Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Liberty, 

Yogyakarta, hlm 167 
44 Fauziah Lubis, 2020, Bunga Rampai Hukum Acara Pidana, CV Manhaji, hlm 70 
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Pu ltu lsan Belbas adalah kelpu ltulsan pelngadilan yang 

dibelrikan kelpada telrdakwa karelna selte llah dilakulkan 

pe lme lriksaan sidang, kelsalahan telrdakwa atas pelrbulatan 

yang didakwakan kelpadanya tidak dapat dibu lktikan selcara 

sah dan me lyakinkan. Selsu lai delngan pelnje llasan Pasal 191 

ayat (1) KUlHAP, yang dimaksu ld delngan “pe lrbulatan yang 

didakwakan kelpadanya tidak telrbulkti selcara sah dan 

me lyakinkan” bulkti yang disajikan dalam pe lrsidangan tidak 

me lmadai me lnu lru lt pelnilaian hakim be lrdasarkan proseldu lr 

hu lkulm acara pidana. 

Se lcara hulku lm, se lorang telrdakwa akan dibe lbaskan 

apabila maje llis hakim yang be lrsangkultan me lnilai: 

1) Tidak me lme lnu lhi standar pelmbu lktian me lnu lru lt hulku lm 

se lcara nelgatif. Bulkti yang telru lngkap dalam 

pe lrsidangan tidak me lncu lku lpi ulntu lk me lmbu lktikan 

ke lsalahan telrdakwa, dan kelsalahan yang diakuli 

te lrselbu lt tidak dapat diyakini olelh hakim. 

2) Tidak me lme lnu lhi prinsip batas pelmbu lktian. Dakwaan 

te lrhadap telrdakwa hanya didasarkan pada satul alat 

bu lkti, padahal Pasal 183 KUlHAP me lngamanatkan 

bahwa minimal dula alat bulkti yang sah dipe lrlulkan 

u lntulk me lmbu lktikan kelsalahan telrdakwa. 

b. Pu ltu lsan Lelpas Dari Selgala Tulntultan  
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Pu ltu lsan Lelpas adalah kelpultu lsan pelngadilan yang 

dibelrikan kelpada telrdakwa yang te lrbulkti me llakulkan sulatu l 

pe lrbulatan, namu ln pe lrbulatan telrselbu lt tidak telrgolong 

se lbagai tindak pidana. Olelh karelna itul, te lrdakwa 

dibelbaskan dari selgala tulntultan hulku lm. 

Jika hakim me lne lgaskan bahwa pelrbulatan yang 

dituldulhkan kelpada telrdakwa te lrbulkti, namu ln pe lrbu latan 

te lrselbu lt tidak dapat dikatelgorikan selbagai pellanggaran 

hu lkulm yang diselbult dalam Pasal 191 ayat (2) KUlHAP, 

maka pu ltu lsan haru ls didasarkan pada pelrtimbangan hulkulm 

yang lelbih lulas dan kontelks se lcara me lnye llulru lh45. 

Se lse lorang tidak dapat dinyatakan belrsalah dalam 

kasu ls pidana jika dalam me llaku lkan pelrbulatannya ia 

me lmiliki alasan yang dapat dipelrtanggulng jawabkan. Alasan 

te lrselbu lt me lru lpakan faktor yang me lnghapu lskan ulnsu lr 

me llanggar hulku lm dalam pelrbu latan telrse lbult, selhingga 

tindakan yang dilakulkan olelh telrdakwa me lnjadi selsu latul 

yang pantas dan sah selcara hulkulm46. 

c. Pu ltu lsan Pelmidanaan 

Re lgu llasi me lngelnai belntulk ke lpu ltulsan pe lmidanaan 

diatulr dalam Pasal 193 KUlHAP. Pe lmidanaan me lncaku lp 
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pe lmbe lrian hulku lman pidana kelpada telrdakwa se ljalan 

de lngan ancaman yang diatulr dalam ke lte lntulan pasal telntang 

tindak pidana yang dituldu lhkan kelpada telrdakwa. Ini selsulai 

de lngan kelte lntu lan Pasal 193 ayat (1) KUlHAP yang 

me lnyatakan: 

“Jika pelngadilan belrpe lndapat bahwa telrdakwa 
be lrsalah culku lp te lrbulkti selpe lrti apa yang didakwakan 
ke lpadanya, maka pe lngadilan me lnjatu lhkan pidana” 

 
   

Hu lku lman akan dibelrlakulkan apabila 

hakim/pe lngadilan me lmu ltu lskan bahwa te lrdakwa de lngan 

te lgas dan me lyakinkan tellah telrbulkti me llaku lkan tindakan 

pidana yang didakwakan me lnu lru lt ke ltelntu lan hulku lm yang 

be lrlakul (Pasal 193 ayat (1) KUlHAP). Dalam kaitannya 

de lngan sistelm pe lmbu lktian dan prinsip batas minimu lm, 

se lsu lai delngan Pasal 183 KUlHAP, ke lsalahan telrdakwa 

dianggap telrbu lkti delngan culku lp jika te lrdapat minimal du la 

alat bulkti yang sah yang me lmbe lrikan ke lyakinan kelpada 

hakim. Se lhingga, telrdakwa akan dianggap se lbagai pellakul 

tindak pidana. 

  


